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ABSTRAK 
 
MUHAMMAD ERSAN FARIDZ (B011191306) dengan judul “Analisis 
Yuridis Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang 
Mengandung Muatan Pornografi (Studi Putusan Nomor 
387/Pid.B/2022/PN.Mks)”. Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar sebagai 
Pembimbing Utama dan Muhammad Djaelani Prasetya sebagai 
Pembimbing Pendamping. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana 
menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi 
dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana 
menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi 
dalam putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mks. 

 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan 
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. 
Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan 
sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. 

 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) kualifikasi tindak pidana 
menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi 
diatur dalam Pasal 35 Jo Pasal 9 UU Pornografi; (2) pertimbangan hukum 
hakim dalam putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mks kurang tepat karena 
hakim mengesampingkan akibat dari perbuatan terdakwa yang 
menyebabkan trauma bagi korban dan perbuatan tersebut telah dilakukan 
secara berlanjut, sehingga jika melihat dari efek ataupun konsekuensi atas 
perbuatan yang dilakukan, hukuman yang diberikan tidak cukup adil. 

 
Kata Kunci: Orang Lain sebagai Objek, Pornografi, Tindak Pidana 
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ABSTRACT 
 
MUHAMMAD ERSAN FARIDZ (B011191306) with title “Juridical 
Analysis of Criminal Acts of Making Another Person An Object 
Containing  Pornographic Content  (Study of Decision Number 
387/Pid.B/2022/PN.Mks)”. Supervised by Syamsuddin Muchtar and 
Muhammad Djaelani Prasetya. 
 
This research aims to analyze the qualifications of the criminal act of making 
another person an object containing pornographic content, and analyze the 
legal considerations of the judge regarding the criminal act of making 
another person an object containing pornographic content in decision 
Number 387/Pid.B/2022/PN.Mks. 

 
This research uses normative legal research methods with statute approach 
and case approach. The legal materials used are primary and secondary 
legal materials using literature study and document study. 

 
The results of this research show that: (1) The qualifications of the criminal 
act of making another person an object containing pornographic content are 
regulated in Article 35 in conjunction with Article 9 of the Pornography Law; 
(2) The legal consideration of the judge in decision Number 
387/Pid.B/2022/PN.Mks was inappropriate because the judge ignored the 
consequences of the defendant’s actions which caused trauma to the victim 
and these actions had been carried out continuosly, so that if you look at 
the effects or consequences of the actions committed, the sentence given 
was not fair enough. 

 
Keywords: Criminal, Other People as Object, Pornography  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah mempengaruhi 

gaya hidup dan tatanan sosial masyarakat kearah yang lebih modern. 

Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup 

serta mempermudah aktivitas manusia agar lebih efektif dan efisien.1 

Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola 

hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa 

batas (borderless), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang 

kehidupan.2 Perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas 

maya (virtual) yang disebut sebagai dunia maya adalah salah satu contoh 

perubahan kehidupan manusia. 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat serta mudahnya 

akses terhadap internet, telah membuka mata kita untuk melakukan 

penggalian informasi tanpa batas. Dalam kemajuan teknologi tersebut 

mempermudah akses menuju era digitalisasi. Namun pemanfaatan 

kemudahan informasi juga dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung 

 
1 Fanggi, R.A, 2019, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberporn, 
Jurnal Hukum Yurisprudensia, Volume 17 Nomor 2, hlm. 53. 
2 Agus Raharjo, 2002, Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan 
Berteknologi, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 34. 
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jawab dengan meyebarluaskan pornografi melalui internet yang dapat 

menyebabkan masalah yang serius.3 

Masalah pornografi dapat berkaitan dengan berbagai bidang 

kehidupan, yaitu meliputi masalah bidang pendidikan, seni, hiburan dan 

juga dunia usaha. Salah satu dampak globalisasi yaitu mudahnya 

seseorang untuk mengakses video atau gambar  yang bersifat melanggar 

kesusilaan dan dapat menimbulkan nafsu birahi, yaitu dengan cara 

menyiarkan atau mempertontonkan melalui media televisi, internet dan 

sebagainya. Hal ini dapat meningkatkan adanya perbuatan pidana 

mengenai pornografi. Perbuatan pidana pornografi adalah perbuatan yang 

berkaitan dengan berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan 

di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang 

melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 

Penjelasan mengenai pornografi termuat dalam Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: 

“pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, 
gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau 
bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi 
dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau 

 
3 Suratman dan Andri Winjaya Laksana, 2014, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana 
Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi, Jurnal 
Pembaharuan Hukum, Volume 1 Nomor 2, hlm. 170. 
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eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam 
masyarakat.”4  

Pornografi memang suatu hal yang sangat kompleks, karena ini tidak 

berdiri sendiri, melainkan kumpulan dari beberapa hal. Pornografi menjadi 

salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang harus menjadi permasalahan 

pokok bagi pemerintah untuk mengatasinya. Semakin maraknya masalah 

sensualitas dan erotisme yang merupakan bagian dari kejahatan 

kesusilaan atau pornografi. Masalah tentang pornografi bukan hanya 

masalah pemerintah dan negara saja, tetapi juga merupakan masalah kita 

bersama. Karena hal ini menyangkut kehidupan kita, dan akan berdampak 

pada diri kita semua. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya aksi-aksi 

kejahatan seksualitas yang terjadi belakangan ini. Sebagian besar dari 

motifnya adalah akibat dari konsumsi pornografi, baik dari media apapun, 

visual ataupun audio. 

Beberapa jenis pelecehan seksual dapat terjadi melalui perkenalan 

jaringan media sosial, termasuk pelecehan fisik, pelecehan verbal, 

pelecehan isyarat, dan pelecehan emosional. Pelecehan seksual yang 

terjadi di jejaring media sosial, yang umumnya merupakan pelecehan 

tertulis yang menyebabkan atau mengarah pada pelecehan lainnya. 

Sasaran empuk kejahatan tidak etis melalui media sosial tentunya adalah 

perempuan. Akibat dominasi laki-laki dalam masyarakat, banyak 

 
4 Pasal 1 ayat 1 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi. 
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perempuan yang menjadi korban asusila melalui media sosial. Perempuan 

akan selalu dijadikan objek atau model yang mengandung muatan 

pornografi dan tidak jarang mengalami kekerasan, pelecehan seksual, 

penganiayaan, intimidasi, pemerkosaan, dan pembunuhan. Kewajaran ini 

dianggap dan dipahami oleh masyarakat sebagai wujud dari eksistensi 

laki-laki dengan segala sikap dominasinya.5  

Perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai 

fundamental dalam kehidupan masyarakat serta dianggap patut untuk 

dihukum sesuai dan sejalan dengan keberadaan sifat melawan hukum dari 

suatu perbuatan, antara lain bentuk sifat melawan hukum materiil, selain 

diarahkan pada rumusan dalam ketentuan perundang-undangan juga 

bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.6  

Seperti yang terjadi pada kasus yang penulis akan kaji yaitu tindak 

pidana pornografi memotret dan merekam video secara diam-diam yang 

dilakukan oleh terdakwa yang telah menjadikan orang lain sebagai objek 

atau model yang mengandung muatan pornografi dan beberapa perbuatan 

yang merupakan perbuatan yang berlanjut. 

Pada tanggal 25 November 2021 pukul 18.15 WITA terdakwa 

merekam tamu hotel yang sedang menginap di Hotel Lamacca yang mana 

 
5 https://www.rappler.com/indonesia/berita/204637-opini-ruang-aman-perempuan-dunia-
maya diakses pada tanggal 23 Februari 2023.  
6 Moeljatno, 2009, Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23. 

https://www.rappler.com/indonesia/berita/204637-opini-ruang-aman-perempuan-dunia-maya
https://www.rappler.com/indonesia/berita/204637-opini-ruang-aman-perempuan-dunia-maya
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saat itu sedang mandi di kamar mandi no. 305 yang terletak di Lantai III 

Hotel Lamacca Makassar sebanyak 1 (satu) kali. Dan pada tanggal 27 

November 2021 pukul 05.37 - 07.31 WITA terdakwa merekam dan 

memotret mahasisiwi sebanyak 3 (tiga) kali dengan mahasiswi yang 

berbeda. 

Bahwa terdakwa merekam dan memotret mahasiswi yang sedang 

mandi (tidak berbusana) di kamar mandi belakang Hotel Lamacca 

sedangkan tamu hotel yang terdakwa rekam bertempat di lantai III kamar 

305 Hotel Lamacca Jl. A. P. Pettarani Makassar sejak bulan November-

Desember 2021 jika ditotalkan itu, terdakwa lakukan sudah sebanyak 4 

(empat) kali dengan menggunakan Handphone jenis Samsung J76-J716 

warna gold untuk merekam dan memotret mahasiswi serta tamu hotel 

lamacca yang sedang mandi (tidak berbusana). 

Pada kasus tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 35 Jo Pasal 9 

UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 ayat (1) Ke-1 

KUHP. 

Berdasarkan latar belakang dan putusan di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam dengan mengangkat judul 

“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENJADIKAN ORANG LAIN 
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SEBAGAI OBJEK YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI 

(Studi Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mks)”. 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar 

belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menjadikan orang lain 

sebagai objek yang mengandung muatan pornografi? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana 

menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan 

pornografi dalam Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mks? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan    

dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana menjadikan orang lain 

sebagai objek yang mengandung muatan pornografi. 

2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak 

pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung 

muatan pornografi dalam Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mks. 
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D. Kegunaan Penelitian  

 Berdasarkan tujuannya, penulis mengharapkan tugas akhir ini 

memiliki kegunaan sebagai berikut: 

1. Kegunaan secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat   

memberikan kontribusi keilmuan serta wawasan pengetahuan 

sebagai bahan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya terkait dengan tindak pidana menjadikan orang lain 

sebagai objek yang mengandung muatan pornografi. 

2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

kepustakaan hukum pidana, terutama pihak yang berada di bagian 

hukum, dalam rangka upaya penegakan tindak pidana menjadikan 

orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi. 

E. Keaslian Penelitian  

  Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap 

beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Tindak 

Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung 

Muatan Pornografi. Sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat 

tema yang hampir menyerupai, yaitu: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Faqih 02011281722208 pada 

tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul 

“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Menjadikan 

Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi  
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(Studi Putusan PN Jepara No: 62/Pid.Sus/2018/PN.Jpa, dan 

Putusan PN Pati No: 183/Pid.Sus/2018/PN Pti)”. Skripsi ini secara 

khusus membahas tentang tindak pidana menjadikan orang lain 

sebagai objek yang mengandung muatan pornografi. Perbedaan 

dengan penelitian penulis yang berjudul analisis yuridis tindak 

pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung 

muatan pornografi (Studi Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mks) 

membahas mengenai tindak pidana pornografi yang dilakukan 

dengan memotret dan merekam video secara diam-diam dan juga 

beberapa perbuatannya yang dianggap perbuatan berlanjut. 

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti memiliki 

studi kasus yang berbeda.  

2. Skripsi yang ditulis oleh Ghali Rizky Subagya 031211133104 pada 

tahun 2020 Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul 

“Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam 

Pembuatan Dan Penyebaran Foto Dan Video Bermuatan Pornografi 

Melalui Internet”. Skripsi ini membahas mengenai 

pertanggungjawaban dari pelaku delik pornografi atas pembuatan 

dan penyebaran foto dan atau video yang bermuatan pornografi. 

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan secara fokus membahas 

mengenai tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang 

mengandung muatan pornografi, dan beberapa perbuatannya yang 

dianggap perbuatan berlanjut. Penelitian terdahulu dengan 
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penelitian yang penulis lakukan juga memiliki studi kasus yang 

berbeda. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Irmania Oktha Firnandasari Pada Tahun 

2021 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara dengan judul 

“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Model Yang Menjadi 

Objek Dalam Pembuatan Video Dengan Muatan Pornografi (Studi 

Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 287/Pid.Sus/2020/PT 

MDN)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturan tindak 

pidana pornografi dan bagaimana pertanggung jawaban pidana 

terhadap model yang menjadi objek bermuatan pornografi 

sedangkan penelitian penulis membahas terkait kualifikasi tindak 

pidana dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana 

menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan 

pornografi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tindak Pidana  

 1. Pengertian Tindak Pidana  

Tindak pidana melrupakan suatu istilah yang melngandung suatu 

pelngelrtian dasar dalam ilmu hukum, selbagai istilah yang dibelntuk delngan 

ke lsadaran dalam melmbelrikan ciri telrte lntu pada pelristiwa hukum pidana. 

Tindak pidana melmpunyai pelngelrtian yang abstrak dari pelristiwa-pe lristiwa 

yang kolnkrit dalam lapangan hukum pidana, selhingga tindak pidana 

haruslah dibelrikan arti yang belrsifat ilmiah dan ditelntukan delngan jellas 

untuk dapat melmisahkan delngan istilah yang dipakai selhari-hari dalam 

ke lhidupan masyarakat.7 

Pelngelrtian tindak pidana juga telrdapat pada Pasal 12 ayat (1) 

Undang-Undang Nolmo lr 1 Tahun 2023 telntang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) yang belrbunyi : 

“tindak pidana melrupakan pelrbuatan yang ollelh pelraturan 
pelrundang-undangan diancam delngan sanksi pidana dan/ atau 
tindakan”. 

 
7 Kartonegoro, 2015, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 
62. 
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Ada belbelrapa delfinisi melngelnai “strafbaar felit” maupun dellik yang 

dikelmukakan para ahli diantaranya adalah:  

1. Mo le lljatnol belrpelndapat bahwa, selte llah melmilih “pelrbuatan pidana” 

se lbagai telrje lmahan dari “strafbaar felit”, belliau melmbelrikan 

pelrumusan (pelmbatasan) selbagai pelrbuatan yang dilarang dan 

diancam delngan pidana barang siapa mellanggar larangan telrse lbut 

dan pelrbuatan itu harus pula beltul-beltul dirasakan masyarakat 

se lbagai pelrbuatan yang tak bolle lh atau melnghambat akan 

telrciptanya tata pelrgaulan masyarakat yang dicita-citakan olle lh 

masyarakat itu.8 

2. Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana 

melmbelrikan delfinisi melngelnai dellik, yakni “dellik adalah suatu 

pelrbuatan atau tindakan yang telrlarang dan diancam delngan 

hukuman olle lh undang-undang (pidana)”.9 

3. Jo lnkelrs, melrumuskan bahwa strafbaar felit se lbagai pelristiwa pidana 

yang di artikannya selbagai “suatu pelrbuatan yang mellawan hukum 

(we ldelrre lchttellijk) yang belrhubungan delngan kelse lngajaan atau 

ke lsalahan yang dilakukan olle lh o lrang yang dapat 

dipelrtanggungjawabkan”.10 

 
8 S.R. Sianturi, 1988, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia, Jakarta: 
Alumni, hlm. 208. 
9 Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 72-88. 
10 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, hlm. 72. 
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4. Polmpel melngatakan “strafbaar felit” itu selcara telolritis dapat 

dirumuskan selbagai “suatu pellanggaran nolrma (gangguan telrhadap 

telrtib hukum) yang delngan selngaja ataupun tidak delngan selngaja 

tellah dilakukan olle lh se lolrang pellaku, dimana pelnjatuhan hukuman 

telrhadap pellaku telrse lbut adalah pelrlu de lmi te lrpelliharanya telrtib 

hukum dan telrjaminnya kelpelntingan umum”.11 

5. Simolns, melrumuskan strafbaar felit adalah “suatu tindakan 

mellanggar hukum yang delngan selngaja tellah dilakukan ollelh 

se lolrang yang dapat dipelrtanggungjawabkan atas tindakannya, yang 

dinyatakan selbagai dapat dihukum”12. Dalam melmbelrikan suatu 

pelnje llasan melngelnai hukum polsitif de lngan melnggunakan 

pelndapat-pelndapat se lcara telo lritis sangatlah belrbahaya. Dalam 

pelndapat yang dibelrikan Simolns telntang pelngelrtian dari strafbaar 

felit telrse lbut belrsifat khusus karelna hanya spelsifik melnye lbutkan 

bahwa suatu tindakan hanya dapat dipelrtanggungjawabkan apabila 

dilakukan delngan selngaja. 

6. S.R. Sianturi melnggunakan dellik se lbagai tindak pidana, alasannya 

Sianturi melmbelrikan pelrumusan selbagai belrikut: tindak pidana 

adalah selbagai suatu tindakan pada, telmpat, waktu, dan keladaan 

telrte lntu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam delngan 

 
11 Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
hlm.182. 
12 Adami Chazawi, Loc.Cit. 
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pidana olle lh undang-undang belrsifat mellawan hukum, selrta delngan 

ke lsalahan dilakukan olle lh selselo lrang (yang belrtanggung jawab).13 

Belrdasarkan delfinisi tindak pidana yang tellah dikelmukakan olle lh 

para ahli, maka pelnulis dapat melnarik kelsimpulan telrkait delfinisi tindak 

pidana yaitu melrupakan suatu pelrbuatan mellawan hukum yang dilakukan 

o llelh selse lo lrang yang dapat diminta pelrtanggungjawaban atas 

pelrbuatannya. Tindak pidana pada dasarnya celndelrung mellihat pada 

pelrilaku atau pelrbuatan (yang melngakibatkan) yang dilarang olle lh undang-

undang.  

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  

Istilah “tindak” dari “tindak pidana” melrupakan singkatan dari kata 

“tindakan” se lhingga artinya ada olrang yang mellakukan suatu “tindakan”, 

se ldangkan olrang yang mellakukan dinamakan “peltindak”. Antara peltindak 

delngan suatu tindakan ada selbuah hubungan keljiwaan, hubungan dari 

pelnggunaan salah satu bagian tubuh, panca indelra, dan alat lainnya 

se lhingga telrwujudnya suatu tindakan. Hubungan keljiwaan itu seldelmikian 

rupa, dimana peltindak dapat melnilai tindakannya, dapat melnelntukan apa 

yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak 

 
13 Sianturi, S.R, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta: 
Alumni, hlm. 297. 
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delngan selngaja mellakukan tindakannya, atau seltidak-tidaknya o llelh 

masyarakat melmandang bahwa tindakan itu telrce lla.14 

Me lnurut pelngelrtian Rancangan KUHP Nasiolnal adalah :15  

1. Unsur-unsur folrmal :  

a. Pelrbuatan selsuatu;  

b. Pelrbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;  

c. Pelrbuatan itu olle lh pelraturan pelrundang-undangan dinyatakan 

se lbagai pelrbuatan telrlarang;  

d. Pelraturan itu olle lh pe lraturan pelrundang-undangan diancam 

pidana. 

2. Unsur-unsur matelril : 

Pelrbuatan itu harus belrsifat belrte lntangan delngan hukum, yaitu 

harus belnar-belnar dirasakan olle lh masyarakat selbagai pelrbuatan 

yang tidak patut dilakukan. 

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah mellihat 

bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu telrdiri dari 

 
14 Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena 
Press, hlm. 99. 
15 Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana I, Bandung: CV. ARMICO, hlm. 116. 
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unsur-unsur yang dapat dibeldakan atas unsur yang belrsifat olbyelktif dan 

unsur yang belrsifat subyelktif.16 

Tindak pidana umumnya dapat dijabarkan ke ldalam unsur-unsur 

yang pada dasarnya dapat dibagi melnjadi 2 (dua) macam, yaitu:17  

1. Unsur-unsur subjelktif adalah unsur-unsur yang melle lkat pada diri 

pellaku atau yang belrhubungan delngan diri pe llaku dan telrmasuk di 

dalamnya yaitu selgala se lsuatu yang telrkandung di dalam batinnya. 

Unsur-unsur telrse lbut antara lain kelselngajaan (dolllus) atau keltidak 

se lngajaan (culpa), me lmiliki maksud atau vo lrnelme ln pada suatu 

pelrco lbaan atau polging, maksud atau ololgme lrk, melre lncanakan 

telrle lbih dahulu atau vo lolrhe ldachtel raad selrta pelrasaan takut atau 

stre lss. 

2. Unsur-unsur olbje lktif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 

delngan keladaan-keladaan mana tindakan-tindakan dan pellaku itu 

harus mellakukan. Unsur-unsur yang telrmasuk di dalamnya antara 

lain sifat mellanggar hukum, kualitas dari pellaku, kausalitas, yakni 

hubungan antara suatu tindakan selbagai pelnyelbab delngan suatu 

ke lnyataan selbagai akibatnya. 

 
16 Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, Op.Cit, hlm. 100. 
17 Lamintang, Op.Cit, hlm. 183. 
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Me lnurut Lamintang, unsur olbjelktif itu adalah unsur yang ada 

hubungannya delngan ke ladaan-keladaan, yaitu di dalam keladaan-keladaan 

mana tindakan-tindakan dari si pellaku itu harus dilakukan18. Unsur olbje lktif 

itu melliputi :19 

1. Pelrbuatan manusia telrbagi atas pelrbuatan yang belrsifat polsitif dan 

belrsifat nelgatif yang melnyelbabkan suatu pellanggaran pidana. 

Selbagai colntolh pelrbuatan yang belrsifat polsitif yaitu pelncurian 

(Pasal 362 KUHP), pelnggellapan (Pasal 372 KUHP), pelmbunuhan 

(Pasal 338 KUHP), dan selbagainya. Seldangkan colntolh pelrbuatan 

nelgatif yaitu tidak mellapolrkan kelpada pihak yang belrwajib padahal 

dia melngeltahui ada ko lmploltan untuk melro lbolhkan nelgara (Pasal 

165 KUHP), melmbiarkan olrang dalam keladaan selngsara, 

se ldangkan ia belrke lwajiban melmbelrikan pelmelliharaan kelpadanya 

(Pasal 304 KUHP). 

2. Akibat pelrbuatan manusia, yaitu akibat yang telrdiri atas melrusaknya 

atau melmbahayakan kelpe lntingan-kelpelntingan hukum, yang 

melnurut nolrma hukum pidana itu pelrlu ada supaya dapat dipidana. 

Akibat ini ada yang timbul selke ltika belrsamaan delngan 

pelrbuatannya, misalnya dalam pelncurian hilangnya barang timbul 

se lkeltika delngan pelrbuatan melngambil, akan teltapi ada juga bahwa 

 
18 Sofjan Sastrawidjaja, Op.Cit, hlm. 117. 
19 R. Soesilo, 1984, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, 
Sukabumi: Karya Nusantara, hlm.27. 
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akibat itu timbulnya sellang belbelrapa waktu, kadang-kadang belrbelda 

telmpat dan waktu dari te lmpat dan waktu pe lrbuatan itu dilakukan 

misalnya dalam hal pelmbunuhan, pelrbuatan melnelmbak olrang yang 

dibunuh misalnya tellah dilakukan pada telmpat dan waktu yang 

telrte lntu, akan teltapi matinya (akibat) olrang itu telrjadi baru sellang 

belbelrapa hari dan di lain telmpat. 

3. Keladaan-keladaan selkitar pelrbuatan itu, keladaan-keladaan ini biasa 

telrdapat pada waktu mellakukan pelrbuatan, misalnya dalam Pasal 

362 KUHP keladaan: ”bahwa barang yang dicuri itu ke lpunyaan olrang 

lain” adalah suatu keladaan yang telrdapat pada waktu pelrbuatan 

“melngambil” itu dilakukan, dan bisa juga keladaan itu timbul selsudah 

pelrbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keladaan 

: “jika olrang itu jadi melmbunuh diri” adalah akibat yang telrjadi 

se lsudah pelnghasutan bunuh diri itu dilakukan. 

4. Sifat mellawan hukum (we ldelrre lchte llijk), dalam ilmu hukum pidana, 

dikelnal belbelrapa pelngelrtian mellawan hukum (weldelrre lchte llijk), 

yaitu:20 

a. Me lnurut Simolns, mellawan hukum diartikan selbagai 

“be lrtelntangan delngan hukum”, bukan saja telrkait delngan hak 

o lrang lain (hukum subje lktif), mellainkan juga melncakup Hukum 

Pelrdata atau Hukum Administrasi Nelgara. 

 
20 Sofjan Sastrawidjaja, Op.Cit, hlm. 151. 
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b. Me lnurut Nolyo ln, mellawan hukum artinya “be lrtelntangan delngan 

hak olrang lain” (hukum subjelktif). 

c. Me lnurut Holgel Raad de lngan kelputusannya tanggal 18 Delse lmbelr 

1911 W 9263, mellawan hukum artinya “tanpa welnang” atau 

“tanpa hak”. 

d. Me lnurut Vols, Mole lljatnol, dan Tim Pelngkajian Bidang Hukum 

Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN 

melmbelrikan delfinisi “be lrtelntangan delngan hukum” artinya, 

belrte lntangan delngan apa yang dibelnarkan ollelh hukum atau 

anggapan masyarakat, atau yang belnar-belnar dirasakan olle lh 

masyarakat selbagai pe lrbuatan yang tidak patut dilakukan. 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana  

Je lnis-je lnis tindak pidana atau dapat dibeldakan melnjadi belbe lrapa 

je lnis, yaitu selbagai belrikut: 

1. Keljahatan dan pellanggaran (belrdasarkan siste lm KUHP), dalam 

KUHP dikelnal delngan adanya keljahatan (Buku Keldua) dan 

pellanggaran (Buku Keltiga). Keljahatan melrupakan relchtsdellict atau 

dellik hukum adalah Pellanggaran hukum yang dirasakan mellanggar 

rasa keladilan, misalnya pelrbuatan selpe lrti pelmbunuhan, mellukai 

o lrang lain, melncuri dan selbagainya. Seldangkan pellanggaran 

melrupakan weltsdellict atau dellik Undang-undang adalah pelrbuatan 
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mellanggar apa yang ditelntukan ollelh Undang-undang, misalnya 

ke lharusan melmiliki SIM bagi pelngelndara ke lndaraan belrmo ltolr di 

jalan umum.21 

2. De llik fo lrmil dan dellik matelril (be lrdasarkan cara melrumuskannya), 

dellik fo lrmil yaitu dellik yang pelrumusannya melnitikbelratkan pada 

pelrbuatan yang dilarang dan diancam delngan pidana olle lh Undang-

undang.22 Pelrumusan dellik folrmil tidak melmpelrhatikan dan atau 

tidak melmelrlukan timbulnya suatu akibat te lrtelntu dari pelrbuatan 

se lbagai syarat pelnyelle lsaian tindak pidana, mellainkan selmata-mata 

pada pelrbuatannya.23 Misalnya pada pelncurian (Pasal 362 KUHP). 

De llik matelril yaitu dellik yang pelrumusannya melnitikbelratkan pada 

akibat yang dilarang dan diancam delngan pidana olle lh Undang 

undang. Untuk selle lsainya tindak pidana matelril tidak belrgantung 

pada seljauh mana wujud pelrbuatan yang dilakukan, teltapi 

se lpelnuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat telrlarang 

telrse lbut.24 Misalnya pelmbunuhan (Pasal 338 KUHP). 

3. De llik do llus dan dellik culpa (belrdasarkan belntuk kelsalahannya), 

dellik dollus adalah dellik yang melmuat unsur ke lselngajaan. Rumusan 

ke lselngajaan itu mungkin delngan kata-kata yang telgas, misalnya 

 
21 Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 58. 
22 C.S.T.Kansil, Engelin R Palandang, dan Altje Agustin Musa, 2009, Tindak pidana dalam 
undang undang nasional, Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 4. 
23 Adami Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, hlm. 126. 
24 Ibid, hlm 126. 
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delngan selngaja, teltapi mungkin juga delngan kata-kata lain yang 

se lnada. Colntolhnya Pasal 162, 197, 310, 338, dll. Dellik culpa adalah 

dellik yang di dalam rumusannya melmuat unsur kelalpaan. Dalam 

rumusannya melnggunakan kata karelna ke lalpaannya, misalnya 

pada Pasal 359, 360, 195. Di dalam belbelrapa telrje lmahan kadang-

kadang dipakai istilah kare lna kelsalahannya.25 

4. De llik aktif (dellicta colmmissio lnis) dan dellik pasif (dellicta olmmissio lnis 

(be lrdasarkan macam pelrbuatannya), dellik aktif (dellicta 

co lmmissio lnis) adalah dellik yang telrjadi karelna selse lo lrang delngan 

belrbuat aktif mellakukan pellanggaran telrhadap larangan yang tellah 

diatur dalam undang-undang. Colntolhnya Pasal 362, dan Pasal 368 

KUHP. De llik pasif (de llicta olmissio lnis) adalah dellik yang telrjadi 

kare lna selse lo lrang mellalaikan suruhan (tidak belrbuat). Colntolhnya 

Pasal 164, dan Pasal 165 KUHP. Sellain itu telrdapat juga dellik 

campuran (dellicta co lmmisio lnis pelr olmmissio lnelm co lmmisce lo l) 

adalah dellik yang be lrupa pellanggaran suatu pelrbuatan yang 

dilarang. Akan teltapi dapat dilakukan delngan cara tidak belrbuat. 

Co lntolhnya Pasal 306 KUHP (me lmbiarkan se lselo lrang yang wajib 

dipelliharanya, yang me lngakibatkan matinya o lrang itu)26. 

 
25 Teguh Prasetyo, Op.Cit, hlm. 58. 
26 Mohammad Ekaputra, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana edisi 2, Medan: Usu Press, 
hlm. 102. 
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5. Tindak pidana telrjadi se lkeltika dan tindak pidana telrjadi dalam waktu 

lama/belrlangsung telrus (belrdasarkan saat dan jangka waktu 

telrjadinya), tindak pidana yang dirumuskan seldelmikian rupa 

se lhingga untuk telrwujudnya atau telrjadinya dalam waktu selke ltika 

atau waktu singkat saja. Dise lbut juga Aflolpelnde l De llicteln. Co lntolhnya 

Pasal 362 KUHP (pelncurian). Selbaliknya ada tindak pidana yang 

dirumuskan seldelmikian rupa, selhingga telrjadinya tindak pidana itu 

belrlangsung lama, yakni seltellah pelrbuatan dilakukan, tindak pidana 

itu masih belrlangsung te lrus, diselbut delngan Vo lrtdurelndel De llicte ln.27  

6. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus (belrdasarkan 

sumbelrnya), tindak pidana umum adalah selmua tindak pidana yang 

dimuat dalam KUHP se lbagai koldifikasi hukum pidana matelril (Buku 

II dan III). Selmelntara itu, tindak pidana khusus adalah selmua tindak 

pidana yang telrdapat diluar koldifikasi telrse lbut. Misalnya UU Nol. 31 

tahun 1999 (Tindak Pidana Kolrupsi).28 

7. Tindak pidana colmmunia dan tindak pidana pro lpria (belrdasarkan 

sudut subjelk hukumnya), Tindak pidana co lmmunia (dellicta 

co lmmunia) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan olle lh selmua 

o lrang. Tindak pidana pro lpria (dellicta prolpria) adalah tindak pidana 

 
27 Adami Chazawi, Op.Cit, hlm.130. 
28 Ibid, hlm. 131. 
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yang hanya dapat dilakukan olle lh olrang yang belrkualitas telrte lntu. 

Misalnya Nahkolda pada keljahatan pellayaran.29 

8. Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan (belrdasarkan pelrlu 

tidaknya pelngaduan dalam hal pelnuntutan), tindak pidana biasa 

(Ge lwo lnel Dellicte ln) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya 

pelnuntutan pidana telrhadap pelrbuatannya tidak disyaratkan adanya 

pelngaduan dari yang be lrhak. Tindak pidana aduan (Klacht Dellicte ln) 

adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya pelnuntutan 

pidana disyaratkan telrle lbih dahulu adanya pelngaduan dari olrang 

yang belrhak melngajukan pelngaduan, yakni kolrban atau wakilnya 

atau olrang yang dibelri surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan 

dibagi melnjadi 2, yaitu tindak pidana aduan absollut/mutlak 

co lntolhnya Pasal 310 KUHP (pe lncelmaran). Dan tindak pidana aduan 

re llatif, colntolhnya Pasal 376 jol 367 (pelnggellapan dalam kalangan 

ke lluarga).30 

9. Tindak pidana dalam belntuk polko lk, yang dipelrbelrat dan yang 

dipelringan (belrdasarkan belrat atau ringannya pidana yang 

diancamkan), tindak pidana polkolk/belntuk se ldelrhana (ele lnvoludigel 

dellicte ln) colntolh tindak pidana pada Pasal 362 (pelncurian). Tindak 

pidana dikualifisir/dipelrbe lrat adalah tindak pidana yang karelna 

situasi dan kolndisi khusus, yang belrkaitan delngan pellaksanaan 

 
29 Ibid, hlm. 131-132. 
30 Adami Chazawi, Loc.Cit. 
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tindakan yang belrsangkutan, diancam delngan sanksi pidana yang 

le lbih belrat jika dibandingkan delngan sanksi yang diancamkan pada 

dellik po lko lknya. Colnto lh Pasal 363 telrhadap Pasal 362 KUHP 

(pe lncurian). Tindak pidana diprivilisir/dipe lringan yaitu tindak pidana 

yang dikhususkan, yaitu belntuk tindak pidana yang melnyimpang dari 

belntuk dasar, selhingga sanksi yang lelbih ringan dianggap pantas 

dijatuhkan. Colntolh Pasal 341 telrhadap 338 (selolrang ibu yang 

melninggalkan anaknya).31 

10. De llik be lrdasarkan kelpelntingan hukum yang dilindungi, misalnya 

dalam buku II, untuk mellindungi kelpelntingan hukum telrhadap 

ke lamanan nelgara, dibe lntuk rumusan keljahatan telrhadap kelamanan 

nelgara (Bab I), untuk mellindungi kelpe lntingan hukum telrhadap hak 

ke lbelndaan pribadi, dibelntuk tindak pidana se lpelrti pelncurian (Bab 

XXII).32 

11. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana be lrangkai (belrdasarkan 

sudut belrapakah pelrbuatan melnjadi suatu larangan), tindak pidana 

tunggal (elnkellvo ludige l dellicte ln) adalah tindak pidana yang 

dirumuskan selde lmikian rupa selhingga untuk dipandang sellelsainya 

tindak pidana dan dapat dipidananya pellaku cukup dilakukan satu 

kali pelrbuatan saja. Tindak pidana belrangkai adalah tindak pidana 

yang dirumuskan seldelmikian rupa selhingga untuk dipandang 

 
31 Mohammad Ekaputra, Op.Cit, hlm. 105. 
32 Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 135-136. 
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se lbagai selle lsai dan dapat dipidanya pellaku, disyaratkan dilakukan 

se lcara belrulang. Colnto lh Pasal 296 KUHP.33 

12. Witho lut victim and with victim, witholut victim adalah dellik yang 

dilakukan delngan tidak ada kolrban. With victim adalah dellik yang 

dilakukan delngan ada kolrbannya belbe lrapa atau selse lolrang 

telrte lntu.34 

13. De llik belrdiri se lndiri dan dellik be lrlanjut (belrdasarkan ada atau 

tidaknya kellanjutannya), dellik be lrdiri selndiri (zellfstandigel dellicte ln) 

adalah dellik yang belrdiri se lndiri atas suatu pelrbuatan telrte lntu. Dellik 

belrlanjut (vo lolrtge lzeltte l dellicte ln) adalah de llik yang telrdiri atas 

belbelrapa pelrbuatan be lrlanjut. Pelngelrtian dellik ini elrat hubungannya 

delngan pelrumusan Pasal 64 KUHP (telntang pelrbuatan belrlanjut).35 

14. De llik po llitik, melrupakan tindak pidana yang belrkaitan delngan 

nelgara selbagai kelselluruhan, selpelrti telrhadap kelsellamatan kelpala 

nelgara dan selbagainya.36 

 

 

 

 
33 Ibid, hlm. 136. 
34 C.S.T.Kansil, Loc.Cit. 
35 Mohammad Ekaputra, Loc.Cit. 
36 Teguh Prasetyo, Op.Cit, hlm. 60. 
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B. Tindak Pidana Pornografi 

1. Pengertian Pornografi 

 Istilah polrno lgrafi belrasal dari kata “polrnolgraphic” yang belrasal 

dari bahasa Yunani yaitu polrnolgraphols (polrne l = pe llacur, dan 

graphieln = tulisan atau lukisan, jadi tulisan atau lukisan telntang 

pellacur, atau suatu de lskripsi dari pelrbuatan para pellacur). Dalam 

E lncyclolpeldia Britanica diselbutkan bahwa polrnolgraphy adalah: "Thel 

re lprelse lntatioln olr elro ltic belhaviolr, as in bolo lk, picturel, o lr films, 

intelndeld tol causel selxual elxcitelme lnt" (suatu pelngungkapan atau 

tingkah laku yang elro ltik selpelrti di dalam buku-buku, gambar-

gambar, dalam film-film, yang ditujukan untuk melnimbulkan 

ke lgairahan selksual).  

 Pada umumnya bellum ada kritelria yang jellas kapan suatu prolduk 

dikatelgolrikan selbagai polrno l dan kapan dibilang tidak polrnol. Kritelria 

"dapat melrangsang gairah selksual olrang lain" yang sellama ini 

dipakai selbagai patolkan melmang sangat re llatif. Beltapapun juga 

ke ltelntuan telntang polrnolgrafi adalah salah satu belntuk intelrve lnsi 

pelmelrintah dalam melngatur pelrilaku se lks warganya delngan alasan 

untuk melnjaga molral bangsa.37 

 
37 Mohammad K, 1998, Kontradiksi dalam Kesehatan Reproduksi, Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan. 
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 Me lnurut KBBI, istilah polrno lgrafi adalah pelnggambaran tingkah 

laku selcara elroltis delngan lukisan atau tulisan untuk melmbangkitkan 

nafsu belrahi, dan bahan bacaan yang delngan selngaja dan selmata-

mata dirancang untuk melmbangkitkan nafsu belrahi dalam selks.38 

 Dalam Bab I Keltelntuan Umum Pasal 1 Ayat (1) UU Po lrno lgrafi 

adalah : 39 

“po lrnolgrafi adalah gambar, skeltsa, ilustrasi, fo ltol, tulisan, suara, 
bunyi, gambar belrge lrak, animasi, kartun, pelrcakapan, gelrak 
tubuh, atau belntuk pelsan lainnya mellalui belrbagai belntuk meldia 
ko lmunikasi dan/atau pe lrtunjukan di muka umum, yang melmuat 
ke lcabulan atau elksplo litasi selksual yang mellanggar nolrma 
ke lsusilaan dalam masyarakat”. 

 Me lnurut Armandol, 2004, polrnolgrafi adalah matelri yang disajikan 

di meldia telrte lntu yang dapat dan atau ditujukan untuk 

melmbangkitkan hasrat selksual khalayak atau melngelksplo litasi 

se lks.40 Se ldangkan melnurut Proldjo ldikolro l telrmasuk juga dalam 

polrno lgrafi ini gambar atau barang pada umumnya yang belrisi atau 

melnggambarkan selsuatu yang melnyinggung rasa susila dari olrang 

yang melmbaca atau me llihatnya. Telrmasuk di dalamnya bukan saja 

 
38 KBBI 
39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Bab I 
Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1. 
40 Armando Ade, 2004, Mengupas Batas Pornografi, Jakarta: Booklet Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. 
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ke ltellanjangan, teltapi juga pelluk-pellukan dan cium-ciuman yang 

belrdaya melnimbulkan nafsu birahi antara pria dan wanita.41  

Belrbagai pelndapat atau pelrspe lktif yang dapat melnjellaskan arti 

batasan dari kata polrno lgrafi. Hal ini melmbuat delfinisi dari polrno lgrafi 

melnjadi multitafsir, se lhingga telrgantung dari sudut pandang 

se lselo lrang melngartikan suatu olbjelk dapat dikatakan selbagai suatu 

polrno lgrafi atau tidak. Yang dapat dikatakan bahwa polrno lgrafi 

melngandung foltol atau videlol delngan tujuan untuk melrangsang 

pelrasaan selksual se lselo lrang. Dari pelnge lrtian telrse lbut dapat 

disimpulkan bahwa polrnolgrafi melrupakan suatu pelngungkapan atau 

tingkah laku yang elro ltik selpelrti di dalam buku-buku, gambar-

gambar, skeltsa, ilustrasi, folto l, tulisan, lukisan, gelrak tubuh, atau 

belntuk pelsan lainnya mellalui belrbagai belntuk meldia kolmunikasi, 

yang melmuat kelcabulan atau elksplolitasi se lksual yang mellanggar 

nolrma kelsusilaan dalam masyarakat. 

2. Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang 

Mengandung Muatan Pornografi 

Pelngaturan yang selcara khusus yang melngatur telrkait tindak 

pidana melnjadikan olrang lain selbagai olbje lk yang melngandung 

muatan polrno lgrafi diatur dalam belbelrapa kelte lntuan yang belrlaku di 

 
41 Andi Hamzah, 1987, Pornografi dalam Hukum Pidana, Jakarta: Bina Mulia, hlm. 9. 
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Indolnelsia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nolmolr 44  

Tahun  2008 Telntang Polrnolgrafi dan juga diatur dalam Undang-

Undang Nolmolr 12 Tahun 2022 Telntang Tindak Pidana Kelke lrasan 

Selksual. 

a. Unsur-unsur dalam Undang-Undang Pornografi  

  Dalam hukum pidana, selbuah pelrbuatan untuk dapat 

dikatelgolrikan selbagai tindak pidana, maka haruslah melmelnuhi 

unsur-unsur selbuah tindak pidana selbagaimana yang tellah 

dirumuskan dalam aturan pelrundang-undangan. Hal ini elrat 

hubungannya delngan asas lelgalitas dalam hukum pidana.  

Pelnje llasan melngelnai masalah polrno lgrafi, di atas tellah 

dibelrikan pelngelrtian telntang polrno lgrafi se lbagaimana yang 

telrtuang di dalam Undang-Undang Nolmolr 44 Tahun 2008 Bab I 

Kelte lntuan Umum  Pasal 1 ayat (1) telntang Po lrnolgrafi bahwa : 

“po lrnolgrafi adalah gambar, skeltsa, ilustrasi, folto l, tulisan, 
suara, bunyi, gambar belrge lrak, animasi, kartun, 
pelrcakapan, gelrak tubuh, atau belntuk pe lsan lainnya 
mellalui belrbagai belntuk meldia kolmunikasi dan/atau 
pelrtunjukan di muka umum, yang melmuat ke lcabulan atau 
e lksplolitasi selksual yang mellanggar nolrma kelsusilaan 
dalam masyarakat.” 

 Pada Bab II melngatur te lntang larangan dan pelmbatasan 

pelrbuatan yang belrkaitan delngan polrnolgrafi dan bagi pellaku 

yang mellakukan kelgiatan selksual delngan melmoltre lt dan 
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melre lkam videlo l selcara diam-diam yang melnjadikan olrang lain 

se lbagai olbje lk polrnolgrafi selbagaimana telrcantum dalam Pasal 9 

UU Po lrnolgrafi, yakni: 

“Se ltiap olrang dilarang melnjadikan olrang lain se lbagai olbje lk 
atau molde ll yang melngandung muatan polrno lgrafi”. 

 Pasal telrse lbut diancam olle lh keltelntuan pidana pada Pasal 35 

Undang-Undang Polrno lgrafi delngan 2 (dua) sanksi pidana yaitu 

pidana pelnjara dan pidana delnda. Pasal 35 UU Polrnolgrafi 

belrbunyi: 

“Se ltiap olrang yang me lnjadikan olrang lain se lbagai olbjelk 
atau molde ll yang melngandung muatan polrnolgrafi 
se lbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana delngan 
pidana pelnjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 12 (dua bellas) tahun dan/atau pidana delnda paling 
se ldikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (elnam miliar rupiah).” 

 Dalam hal ini tindak pidana polrno lgrafi melnjadikan olrang lain 

se lbagai olbjelk atau moldell yang melngandung muatan polrno lgrafi 

tellah diatur dalam pelrumusan Pasal 35 jol Pasal 9 Undang-

Undang Nolmolr 44 Tahun 2008 Telntang Polrno lgrafi. 

Me lnghubungkan rumusan pasal 9, tindak pidana melnjadikan 

o lrang lain selbagai olbje lk atau molde ll yang me lngandung muatan 

polrno lgrafi telrdapat unsur-unsur belrikut. 
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1. Seltiap olrang: yakni olrang pelrse lo lrangan atau kolrpo lrasi, baik 

yang belrbadan hukum ataupun tidak belrbadan hukum.42 

2. Me lnjadikan olrang lain se lbagai olbjelk atau mo ldell: Pelrbuatan 

melnjadikan melnurut pasal ini pelrlu dilaksanakan olle lh individu 

yang melndapat pelrse ltujuan atau tanpa pelrse ltujuan 

moldell/o lbjelk. Pasal ini dibuat untuk melmbelri tanggung jawab 

ke lpada individu yang se lngaja melnjadikan olrang lain selbagai 

moldell/o lbjelk. 

3. Muatan polrnolgrafi: yakni belrisi te lntang elksplolitasi se lks, 

pelngumbaran keltellanjangan baik selbagian atau pelnuh, 

pelngumbaran aktivitas so lsial yang hadir dalam belntuk meldia 

ko lmunikasi, meldia massa, dan atau pelrtunjukan. 

b. Unsur-unsur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

 Polrno lgrafi dalam KUHP tidak selcara khusus melnjellaskan 

ke ltelntuan yang melmbatasi kelgiatan polrnolgrafi. KUHP juga tidak 

se lcara telgas melnje llaskan bahwa kelgiatan yang mellanggar 

nolrma kelsusilaan melrupakan belntuk dari ke lgiatan polrnolgrafi. 

Salah satu belntuk tindak pidana polrno lgrafi telrdapat dalam Pasal 

281 ayat (1) KUHP yang belrbunyi: 

 
42 Pasal 1 angka 3 ketentuan umum Undang-Undang Pornografi 
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(1) barangsiapa selngaja melrusak kelso lpanan dimuka 
umum; 

 Unsur-unsur dari tindak pidana dalam Pasal 281 ayat (1) 

KUHP telrse lbut yaitu, barang siapa, delngan se lngaja, telrbuka (di 

delpan umum), dan mellanggar kelsusilaan (melrusak kelsusilaan). 

1. Barang siapa 

Me lnurut Mahrus Ali dikatakan bahwa kata ‘barang siapa’ 

je llas melnunjuk pada manusia, bukan badan hukum, 

se lhingga dapat disimpulkan KUHP masih melnganut 

pandangan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat 

dilakukan olle lh manusia, seldangkan badan hukum tidak 

diakui dalam KUHP.43 

2. De lngan selngaja 

Unsur selngaja ini, melncakup tiga macam ke lselngajaan, 

yaitu: selngaja selbagai maksud, selngaja delngan 

ke lsadaran telntang ke lharusan, dan selngaja delngan 

ke lsadaran telntang ke lmungkinan (dollus elve lntualis).44 

Apabila di delpan suatu rumusan tindak pidana telrcantum 

delngan selngaja maka selmua unsur lain yang 

ditelmpatkan selsudah atau di bellakang kata delngan 

 
43 Mahrus Ali, 2012, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 111. 
44 Oemar Seno Adji, 2006, Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi, Jakarta: Erlangga, 
hlm. 20. 
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se lngaja itu dipelngaruhi olle lh unsur delngan selngaja. Jadi, 

se lmua unsur yang lain itu harus dilakukan delngan 

se lngaja atau delngan melngeltahui. 

3. Te lrbuka (di delpan umum) 

Unsur telrbuka atau di delpan umum ini olle lh Ho lgel Raad 

dalam putusannya tanggal 12 Meli 1902 dipelrtimbangkan 

bahwa, “pelrbuatan mellanggar susila di delpan umum itu, 

bukan saja pelrbuatan yang dilakukan di suatu telmpat 

yang dapat dikunjungi o llelh se ltiap olrang, mellainkan juga 

pelrbuatan yang dapat dilihat dari telmpat umum, 

walaupun tidak dilakukan di telmpat umum.”45 

4. Me llanggar atau melrusak kelsusilaan 

Me lnurut S. R. Sianturi, yang dimaksud delngan mellanggar 

ke lsusilaan disini adalah pelrbuatan yang mellanggar 

ke lsolpanan di bidang kelsusilaan yang (harus) 

belrhubungan delngan kellamin dan/atau bagian badan 

telrte lntu lainnya yang pada umumnya dapat me lnimbulkan 

pelrasaan malu, pelrasaan jijik atau telrangsangnya nafsu 

birahi olrang lain.46 

 
45 P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, 1983, Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar 
Baru, hlm. 120. 
46 J.M Van Bammelen, Hukum Pidana 3, Jakarta: Bina Cipta, hlm. 177-178. 
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c.   Unsur-unsur dalam Undang-Undang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual 

 Pelngaturan telrkait delngan tindak pidana me lnjadikan olrang 

lain selbagai olbje lk polrno lgrafi juga diatur dalam pasal 14 ayat (1) 

huruf a UU Nolmolr 12 Tahun 2022 telntang Tindak Pidana 

Kelke lrasan Selksual yang melnyatakan bahwa Pasal 14 ayat (1): 

“Se ltiap Olrang yang tanpa hak: 
 a. mellakukan pelre lkaman dan/ atau melngambil gambar atau 

tangkapan layar yang belrmuatan selksual di luar ke lhelndak 
atau tanpa pelrse ltujuan o lrang yang melnjadi olbjelk pe lre lkaman 
atau gambar atau tangkapan layar.” 

 Unsur-unsurnya yakni: 

- Seltiap olrang: yaitu olrang pelrse lo lrangan atau ko lrpolrasi, baik 

yang belrbadan hukum ataupun tidak belrbadan hukum. 

- Tanpa hak mellakukan pelrelkaman dan/ atau melngambil 

gambar atau tangkapan layar yang belrmuatan selksual di luar 

ke lhelndak atau tanpa pelrse ltujuan olrang yang melnjadi olbjelk 

pelre lkaman atau gambar atau tangkapan layar. 
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C. Tinjauan Umum Tentang Alat Elektronik 

1. Pengertian Alat Elektronik 

 Me lnurut KBBI, alat adalah belnda yang dipakai untuk melngelrjakan 

se lsuatu atau bisa juga diselbut delngan pelrkakas, dan pelrabo ltan 

yang dipakai untuk me lncapai maksud.47 Alat dapat belrarti se lbagai 

belnda yang digunakan untuk mellakukan satu dan lain hal, namun 

tidak akan belrkurang atau habis selte llah digunakan. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa alat melrupakan belnda yang digunakan untuk 

melngelrjakan selsuatu dan tidak akan habis, melskipun tellah 

dimanfaatkan selsuai de lngan fungsinya. 

Dilansir dari E lncyclo lpe ldia Britannica, elle lktro lnika adalah cabang 

fisika dan telknik elle lktro l yang belrhubungan de lngan elmisi, pelrilaku, 

e lfelk elle lktro ln, dan pelrangkat elle lktrolnik. Elle lktrolnik dalam Kamus 

Belsar Bahasa Indolne lsia (KBBI) melrupakan alat yang dibuat 

belrdasarkan prinsip e llelktro lnika, dan hal atau belnda yang 

melnggunakan alat-alat yang dibelntuk atau belke lrja atas dasar 

e llelktro lnika. Selhingga e llelktro lnika dapat diartikan selbagai suatu ilmu 

yang melmbahas arus listrik le lmah seldangkan elle lktrolnik adalah 

pelralatan atau pelrangkat yang melnggunakan prinsip kelrja 

 
47 KBBI 
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e llelktro lnika mellalui ko lmpolne ln-kolmpolne ln elle lktro lnika yang 

melmbangun sistelm pada pelralatan telrse lbut.48 

Pelrangkat elle lktro lnik melrupakan alat untuk melmbantu kelpelrluan 

ke lhidupan selhari-hari. Belrbagai pelrusahaan melmprolduksi dan 

melnjual pelralatan elle lktro lnik.49 Salah satunya pada pelrusahaan 

industri, alat elle lktro lnik dapat digunakan untuk melngelndalikan 

kualitas prolduk dan pro lse ls prolduksi, oltolmasi prolduksi dan juga 

pelngollahan data untuk pelnellitian.50 

2. Jenis-Jenis Alat Elektronik 

Dalam melnunjang dan melningkatkan kualitas hidup manusia, 

alat-alat elle lktrolnik me lnjadi salah satu pe lrangkat yang dapat 

melwujudkan hal telrse lbut dan melmbelrikan banyak manfaat bagi 

ke lhidupan manusia se lhari-hari. Colntolhnya pada pelrangkat-

pelrangkat rumah tangga dan pelrangkat pribadi yang melnggunakan 

prinsip selrta ko lmpolneln elle lktro lnika untuk dapat 

melngolpelrasikannya. Je lnis-je lnis alat elle lktrolnik telrse lbut, selpe lrti:  

 
48 https://www.linksukses.com2020/03/perbedaan-elektronika-elektronik.html diakses 
pada tanggal 3 Maret 2023 
49 Andi Prastomo, 2014, Sistem Informasi Pelayanan Jasa Perbaikan Peralatan Elektronik, 
Jakarta: CV Sumber Teknik Cool, hlm. 305. 
50 https://teknikelektronika.com/pengertian-elektronika-electronics-definisi-elektronika/ 
diakses pada tanggal 3 Maret 2023 

https://www.linksukses.com2020/03/perbedaan-elektronika-elektronik.html
https://teknikelektronika.com/pengertian-elektronika-electronics-definisi-elektronika/


36 
 

1. Me lsin cuci, melncuci pakaian maupun kain kini le lbih ringan 

delngan bantuan melsin cuci yang mudah digunakan. Delngan 

adanya melsin cuci, kita bisa melncuci pakaian sambil 

mellakukan pelke lrjaan lainnya. Melsin cuci belrfungsi untuk 

melnghilangkan nolda pada pakaian selcara praktis dan mudah. 

2. Te lle lvisi, telle lvisi melrupakan meldia telle lkolmunikasi paling 

favolrit bagi individu maupun kelluarga di rumah. Tellelvisi juga 

dapat delngan mudah ditelmukan di telmpat-te lmpat lainnya 

se lpelrti selko llah, kampus, kantolr hingga mo lda transpolrtasi 

umum selpelrti bus, kapal, kelre lta api, dan pe lsawat. Tellelvisi 

digunakan untuk hiburan ataupun melndapatkan belrita pelnting 

dari selluruh pelnjuru dunia. 

3. Kipas angin, kipas angin sangat dipelrlukan di dalam rumah 

kare lna belrguna untuk melnyelgarkan udara. Sellain itu, kipas 

angin juga bisa dimanfaatkan untuk melnghelmbuskan udara 

agar lelbih dingin dan melmbantu sirkulasi udara. 

4. Kolmputelr atau Laptolp, kolmputelr pribadi atau diselbut juga 

delngan PC (pelrso lnal colmputelr) sangat me lmbantu dalam 

urusan pelke lrjaan. Seltiap PC melmpunyai spelsifikasi hardwarel 

yang belrbe lda-belda. Sellain PC, ada pula laptolp atau tablelt 

yang praktis dan mudah dibawa kelmana-mana. Bahkan ada 

pula selbagian olrang yang melmiliki be lbelrapa pelrangkat 

telrse lbut selkaligus. Se llain untuk belkelrja, baik PC maupun 
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laptolp dapat digunakan selbagai sarana hiburan karelna 

ke lmampuannya dalam melmutar videlol dan musik.  

5. Handpholnel, seliring be lrke lmbangnya zaman, olrang banyak 

le lbih melmilih melnggunakan handpholnel yang le lbih praktis dan 

bisa dibawa kelmana-mana. Handpholnel bisa digunakan untuk 

belrbagai hal, selpelrti melmoltre lt, melre lkam videlo l, dan juga  

belrko lmunikasi atau belrcakap-cakap delngan olrang yang 

jaraknya saling belrjauhan. Alat elle lktro lnik handpholne l juga 

se lringkali disalahgunakan untuk hal-hal yang nelgatif, selpe lrti 

melngaksels po lrnolgrafi mellalui jaringan intelrne lt, melmoltre lt dan 

melre lkam videlol yang melmuat kolnteln polrnolgrafi. Hal ini 

melrupakan tindakan yang tidak belrtanggung jawab dan dapat 

melrugikan olrang lain. 

D. Perbuatan Berlanjut (voortgezette handeling) 

Pelrbuatan belrlanjut me lrupakan bagian dari pe lrbarelngan pidana, 

se lbagai gabungan tindak pidana atau relnte ltan pelristiwa pidana. 

Pelrbuatan belrlanjut lelbih jellas diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: 

“Jika antara belbelrapa pelrbuatan, melskipun masing-masing 
melrupakan keljahatan atau pellanggaran, ada hubungannya 
se ldelmikian rupa selhingga harus dipandang selbagai satu 
pelrbuatan belrlanjut, maka hanya ditelrapkan satu aturan 
pidana; jika belrbe lda-belda, yang ditelrapkan yang melmuat 
ancaman pidana polkolk yang paling belrat”. 
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Pelrbuatan belrlanjut (vo lolrtge lzelttel handelling), dalam hal ini 

telrdapat selse lolrang yang mellakukan belbe lrapa pelrbuatan dan 

belbelrapa pelrbuatan te lrse lbut melrupakan pe lrbuatan pidana yang 

belrdiri se lndiri yang satu delngan yang lain ada hubungannya 

se ldelmikian rupa selhingga belbelrapa pelrbuatan itu harus dianggap 

se lbagai satu pelrbuatan belrlajut atau lanjutan. Melnurut Adami 

Chazawi, pelrbuatan belrlanjut melrupakan pelrbuatan yang telrjadi 

apabila selselo lrang mellakukan belbe lrapa pelrbuatan (keljahatan atau 

pellanggaran), dan pelrbuatan-pelrbuatan itu ada hubungan 

se ldelmikian rupa selhingga harus dipandang se lbagai satu pelrbuatan 

belrlanjut.51 

KUHP hanya me lnelntukan 3 syarat untuk adanya pe lrbuatan 

belrlanjut, keltiga syarat telrse lbut adalah se lbagai belrikut :52 

1. Belbe lrapa pelrbuatan yang di lakukan selse lolrang itu harus timbul 

dari satu kelhelndak (wilbelsluit) yang telrlarang, 

2. Antara pelrbuatan-pelrbuatan yang dilakukan itu, tidak bo lle lh 

jangka waktu yang lama. 

3. Belbe lrapa pelrbuatan yang dilakukan itu sama je lnisnya. 

 
51 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar 
Pemidanaan, Pemberatan & Peringanan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan Pidana 
& Ajaran Kausalitas, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 133. 
52 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2016, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, hlm. 
190. 
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Syarat-syarat untuk adanya suatu pelrbuatan yang ditelruskan 

atau pelrbuatan pelrlanjut (volo lrtgelze lttel handelling) selbagaimana 

diselbutkan di atas akan dijellaskan selbagai be lrikut: 

a. Belbe lrapa tindak pidana yang dilakukan se lbagai pelrbuatan 

belrlanjut apabila belrasal dari satu kelputusan kelhelndak. Satu 

ke lputusan kelhelndak melrupakan pelngelrtian yuridis yang 

dikolnstruksikan bahwa pellaku mellakukan belbe lrapa tindak 

pidana telrse lbut belrasal dari satu niat, yakni telrtuju pada satu 

o lbjelk tindak pidana telrse lbut. 

b. Faktolr hubungan waktu (jarak tidak telrlalu lama). Pelngelrtian 

‘waktu yang tidak lama’ telrlihat sangat mudah dibaca akan teltapi 

se lbelnarnya sulit dalam pelnelrapannya. Karelna tidak ada aturan 

le lbih lanjut melngelnai batasan ‘waktu yang tidak lama’, apakah 

hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jellas diatur. 

R. Sugandhi melngatakan bahwa pelnyelle lsaiannya mungkin 

makan telmpol sampai tahunan, akan teltapi pelrbuatan belrulang-

ulang untuk melnyelle lsaikan itu antaranya tidak bolle lh telrlalu 

lama.53 

c. Pelrbuatan-pelrbuatan itu selje lnis, harus sama atau sama 

macamnya. Hukum me lngartikan pelrbuatan se ljelnis atau sama 

macamnya tidak mellulu dalam belntuk fisik pelrbuatan yang 

 
53 R Sugandhi, 1981, KUHP Dan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 82. 
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sama, bisa juga belntuk pelrbuatan yang belrbe lda, pelngelrtian ini 

khusus dalam kolnstruksi jika olrang mellakukan pelmalsuan atau 

pelrusakan mata uang dan melnggunakan barang yang dipalsu 

atau yang dirusak itu. (Pasal 64 ayat 2 KUHP). 

E. Putusan Hakim 

1. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana 

Putusan hakim melrupakan akhir dari prolse ls pelrsidangan pelrkara 

pidana di sidang pelngadilan. Pelngadilan se lbagai lelmbaga yudikatif 

dalam struktur keltatanelgaraan Indolnelsia melmiliki fungsi dan pe lran 

stratelgis dalam melme lriksa, melmutus dan melnye lle lsaikan selngke lta 

yang telrjadi di antara anggolta masyarakat maupun antara masyarakat 

delngan lelmbaga, baik le lmbaga pelmelrintah maupun noln pelmelrintah. 

Pelmelriksaan suatu selngkelta di muka pelngadilan diakhiri delngan suatu 

putusan atau volnis. Putusan atau volnis pe lngadilan ini akan 

melnelntukan atau melne ltapkan hubungan riil di antara pihak-pihak yang 

belrpe lrkara.54 

Me lngelnai putusan hakim atau putusan pelngadilan melmiliki aspelk 

pelnting yang dipelrlukan untuk melnyelle lsaikan pelrkara pidana. Putusan 

hakim dapat diartikan selbagai ‘mahkolta’ dan ‘puncak’ pelncelrminan 

nilai-nilai ke ladilan, kelbe lnaran hakiki, hak asasi manusia, pelnguasaan 

 
54 Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, 2016, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta: 
Sinar Grafika, hlm. 115. 
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hukum atau fakta selcara mapan, mumpuni dan faktual selrta visualisasi 

e ltika, melntalitas dan molralitas dari hakim yang belrsangkutan.55 

Adapun belntuk-belntuk putusan pelngadilan dapat dikeltahui 

belrdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP. Pasal ini melnyelbutkan bahwa 

putusan pelngadilan adalah pelrnyataan hakim yang diucapkan dalam 

sidang pelngadilan telrbuka, yang dapat belrupa pelmidanaan atau belbas 

atau lelpas dari selgala tuntutan hukum dalam hal selrta melnurut cara 

yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. 

Belrdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pelngadilan dapat 

digollo lngkan kel dalam tiga macam, yaitu putusan belbas dari selgala 

tuduhan hukum, putusan le lpas dari selgala tuntutan hukum, dan 

putusan yang me lngandung pe lmidanaan.56 

1. Putusan be lbas dari selgala tuduhan hukum 

 Putusan belbas dirumuskan dalam Undang-Undang Nolmolr 8 

Tahun 1981 Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang belrbunyi selbagai 

belrikut : 

"Jika pelngadilan belrpe lndapat bahwa dari hasil pelmelriksaan di 
sidang, kelsalahan telrdakwa atas pelrbuatan yang didakwakan 

 
55 Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim Dalam Acara Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
hlm. 119. 
56 Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: Citra Aditya 
Bakti, hlm. 201. 
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ke lpadanya tidak telrbukti selcara sah dan melyakinkan, maka 
telrdakwa diputus belbas".  

 Yang dimaksud delngan "pelrbuatan yang didakwakan kelpadanya 

tidak telrbukti selcara sah dan melyakinkan" adalah tidak cukup 

telrbukti melnurut hakim atas dasar pelmbuktian delngan 

melnggunakan alat bukti melnurut keltelntuan hukum acara pidana. 

 Selcara sistelmatis keltelntuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP be lse lrta 

pelnje llasannya, hakim melnjatuhkan putusan belbas apabila se lte llah 

mellalui pelmelriksaan di delpan pelrsidangan me lnelmui hal-hal selbagai 

belrikut: 

1. Tidak melmelnuhi asas pelmbuktian melnurut undang-undang 

se lcara nelgatif. Pelmbuktian yang dipelro lle lh di pelrsidangan, tidak 

cukup melmbuktikan kelsalahan telrdakwa dan se lkaligus kelsalahan 

telrdakwa yang tidak cukup telrbukti itu, tidak diyakini olle lh hakim. 

2. Tidak melmelnuhi asas batas minimum pelmbuktian. Belrtitik tollak 

dari keldua asas dalam Pasal 183 KUHAP dihubungkan delngan 

Pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan be lbas pada umumnya 

didasarkan pada pelnilaian dan pelndapat hakim: 

a. Kelsalahan yang didakwakan kelpada telrdakwa sama selkali 

tidak telrbukti, selmua alat bukti yang diajukan kel pelrsidangan 

tidak dapat melmbuktikan kelsalahan telrdakwa. Belrarti 
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pelrbuatan yang didakwakan tidak telrbukti selcara sah dan 

melyakinkan. 

b. Selcara nyata hakim melnilai, pelmbuktian kelsalahan yang 

didakwakan tidak me lmelnuhi keltelntuan batas minimum 

pelmbuktian. Dalam hal ini juga belrtelntangan de lngan Pasal 185 

ayat (2), bahwa selolrang saksi bukan saksi. 

c. Selkalipun selcara folrmal kelsalahan telrdakwa dapat dinilai 

cukup telrbukti, namun nilai pelmbuktian yang cukup ini lumpuh 

apabila tidak didukung o llelh kelyakinan hakim.57 

 Putusan belbas dijatuhkan jika hakim belrpe lndapat bahwa dari 

hasil pelmelriksaan di sidang telrdakwa tidak telrbukti selcara sah 

melyakinkan melnurut hukum atas pelrbuatan yang didakwakan. 

Selhingga selbe llum putusan dijatuhkan, pelrtimbangan hakim beltul-

beltul melyakinkan. Kare lna jika tidak melyakinkan atau melnimbulkan 

ke lragu-raguan, hakim wajib melmbelbaskan te lrdakwa, selhingga 

putusan belbas juga bisa didasarkan atas pelnilaian bahwa kelsalahan 

yang telrbukti itu tidak diikuti olle lh kelyakinan hakim, selhingga nilai 

pelmbuktian yang cukup ini akan lumpuh dan te lrdakwa harus diputus 

belbas. 

 
57 M. Yahya Harahap, 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, 
Sinar Grafika, hlm. 74. 
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2. Putusan le lpas dari selgala tuntutan hukum 

 Selcara fundamelntal te lrhadap putusan pelle lpasan dari selgala 

tuntutan hukum (olnslag van allel re lchtsvelrvo llging) diatur dalam 

ke ltelntuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP delngan re ldaksiolnal bahwa: 

"Jika pelngadilan be lrpelndapat bahwa pelrbuatan yang 
didakwakan kelpada telrdakwa telrbukti, teltapi pelrbuatan itu tidak 
melrupakan suatu tindak pidana, maka telrdakwa diputus lelpas 
dari selgala tuntutan hukum" 

 Apabila dikolnklusikan dan dijabarkan lelbih jauh selcara telo lre ltik 

dan praktik, pada kelte lntuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP telrhadap 

putusan pelle lpasan dari se lgala tuntutan hukum (olnslag van alle l 

re lchtsvelrvo llging) telrjadi jika:58 

a. Dari hasil pelmelriksaan di delpan sidang pelngadilan. 

b. Pelrbuatan yang didakwakan kelpada telrdakwa telrbukti selcara sah 

dan melyakinkan melnurut hukum, teltapi pelrbuatan telrse lbut 

bukanlah melrupakan tindak pidana. 

c. Pelrbuatan yang didakwakan kelpada telrdakwa telrbukti, teltapi 

amar/diktum putusan hakim mellelpaskan telrdakwa dari selgala 

tuntutan hukum karelna adanya alasan pelmaaf (strafuitsluiting-

 
58 Lilik Mulyadi, Op.Cit, hlm. 165. 
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gro lndeln/felitdel'axcusel) dan alasan pelmbelnar (re lchtsvaardigings-

gro lnd), selpe lrti:59 

- Kurang selmpurna akalnya atau sakit belrubah akalnya (Pasal 

44 ayat (1) KUH Pidana). 

- Keladaan melmaksa/olve lrmacht (Pasal 48 KUH Pidana). 

- Pelmbellaan darurat/nolo ldwelr (Pasal 49 KUH Pidana). 

- Me llakukan pelrbuatan melnjalankan pelraturan untuk undang- 

undang (Pasal 50 KUH Pidana). 

- Me llakukan pelrbuatan untuk melnjalankan pelrintah jabatan 

yang dibelrikan olle lh kuasa yang belrhak untuk itu (Pasal 51 KUH 

Pidana). 

 Putusan lelpas dari selgala tuntutan hukum, apa yang didakwakan 

ke lpada telrdakwa cukup telrbukti selcara sah baik dinilai dari selgi 

pelmbuktian melnurut undang-undang maupun dari selgi batas 

minimum pelmbuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, akan 

teltapi pelrbuatan telrse lbut bukan melrupakan tindak pidana. 

Te lgasnya, pelrbuatan yang didakwakan ke lpada telrdakwa tellah 

telrbukti, namun tidak masuk dalam lingkup hukum pidana. 

 

 
59 ibid 
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3. Putusan pe lmidanaan 

 Belntuk putusan pelmidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) 

KUHAP yang belrbunyi: 

"Jika pelngadilan belrpe lndapat bahwa telrdakwa belrsalah 
mellakukan tindak pidana yang didakwakan kelpadanya, maka 
pelngadilan melnjatuhkan pidana". 

 Pelmidanaan belrarti te lrdakwa dijatuhi hukuman pidana selsuai 

delngan ancaman yang ditelntukan dalam pasal tindak pidana yang 

didakwakan. Apabila dijabarkan lelbih deltail, dan melndalam telrhadap 

putusan pelmidanaan dapat telrjadi jika:60 

a. Dari hasil pelmelriksaan di delpan pelrsidangan 

b. Maje llis hakim belrpelndapat, bahwa: 

- Pelrbuatan telrdakwa se lbagaimana didakwakan jaksa atau 

pelnuntut umum dalam surat dakwaan tellah telrbukti selcara sah 

dan melyakinkan melnurut hukum; 

- Pelrbuatan telrdakwa telrse lbut melrupakan ruang lingkup tindak 

pidana keljahatan (misdrijve ln) atau pellanggaran 

(o lve lrtre ldingeln); 

- Dipe lnuhinya keltelntuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di 

pelrsidangan (Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) KUHAP). 

 
60 Lilik Mulyadi, Op.Cit, hlm. 173. 
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 Putusan pelmidanaan dijatuhkan olle lh hakim apabila hakim 

belrpe lndapat bahwa telrdakwa selcara sah dan melyakinkan melnurut 

hukum telrbukti belrsalah mellakukan tindak pidana yang didakwakan. 

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Pidana 

 Pelrtimbangan hakim me lrupakan argumeln atau alasan hakim 

yang dipakai o lle lh hakim selbagai pelrtimbangan hukum yang me lnjadi 

dasar selbe llum melmutus pelrkara. Pada dasarnya tugas hakim adalah 

melmbelri ke lputusan dalam se ltiap pelrkara atau kolnflik yang 

dihadapkan ke lpadanya, me lneltapkan hal-hal selpelrti hubungan 

hukum, nilai hukum dari pe lrilaku selrta keldudukan hukum pihak-pihak 

yang te lrlibat dalam suatu pe lrkara, se lhingga untuk dapat 

melnyelle lsaikan pelrsellisihan atau ko lnflik se lcara imparsial be lrdasarkan 

hukum yang be lrlaku, maka hakim harus se llalu mandiri dan be lbas dari 

pelngaruh pihak manapun, te lrutama dalam me lngambil ke lputusan.61 

Dasar hukum melngelnai pelrtimbangan hakim diatur dalam Pasal 

197 ayat (1) d KUHAP yang melnyelbutkan bahwa: 

“Pe lrtimbangan disusun selcara ringkas melnge lnai fakta dan keladaan 
belse lrta alat pelmbuktian yang dipelro lle lh dari pelmelriksaan di sidang 
yang melnjadi dasar pelnelntuan-pelnelntuan kelsalahan telrdakwa”. 

 
61 Ahmad Rifai, 2018, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, 
Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2. 
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    Pelrtimbangan Hakim adalah argumeln atau alasan yang 

dipakai olle lh hakim se lbagai pelrtimbangan hukum yang melnjadi 

dasar selbellum melmutus pelrkara. Pelrtimbangan hakim itu selndiri 

telrbagi atas dua katelgolri yaitu pelrtimbangan yuridis dan 

pelrtimbangan noln yuridis. 

1. Pelrtimbangan Yuridis 

 Me lnurut Lilik Mulyadi hakikat pada pelrtimbangan yuridis hakim 

melrupakan pelmbuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang 

dapat melnunjukkan pe lrbuatan telrdakwa telrse lbut melmelnuhi dan 

se lsuai delngan tindak pidana yang didakwakan olle lh pelnuntut umum 

se lhingga pelrtimbangan telrse lbut relle lvan telrhadap amar atau diktum 

putusan hakim.62 

2. Pelrtimbangan Noln Yuridis 

 Pada pelrtimbangan noln yuridis, hakim mellihat dari latar bellakang 

telrdakwa mellakukan tindak pidana, hal-hal apa yang melnyelbabkan 

timbulnya kelinginan atau dolro lngan untuk mellakukan tindak pidana 

telrse lbut. Dan bagaimana akibat dari pelrbuatan telrdakwa selrta 

mellihat keladaan atau ko lndisi diri telrdakwa, ke ladaan fisik maupun 

 
62 Lilik Mulyadi, Op.Cit, hlm. 193. 
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psikis telrdakwa selbellum dan pada saat mellakukan keljahatan, 

telrmasuk pula status so lsial yang melle lkat pada telrdakwa.  

 Undang-undang Nolmo lr 48 Tahun 2009 te lntang Kelkuasaan 

Kelhakiman Pasal 5 ayat (1) melngatur bahwa hakim wajib melnggali 

melngikuti, dan melmahami nilai-nilai hukum dan rasa keladilan yang 

hidup dalam masyarakat. Maksud dari kelte lntuan ini adalah agar 

se ltiap putusan hakim selsuai delngan keltelntuan hukum dan rasa 

ke ladilan bagi masyarakat.63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63 Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT. Grafindo Persada, 
Yogyakarta, hlm. 136-141. 
 


